BAB  III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009
Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 memberi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2008, perkiraan Tahun 2009, sasaran-sasaran pokok Tahun 2010, serta kebutuhan pembiyaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran Tahun 2010 tersebut  akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah di gariskan. Dalam perencanaan ini akan dilihat beberapa indikator ekonomi makro yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bengkalis kedepan. Indikator tersebut antara lain PDRB atas dasar Harga Berlaku tanpa migas, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB per Kapita dan Investasi.

Tabel. 2. 
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis 

	No
	Indikator Makro Ekonomi
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 
2007
	Tahun 
2008
	Tahun
2009
	Tahun 
2010

	1.
	PDRB Harga Berlaku
	12.319.740,42
	13.933.320,59
	14.351.320.20
	14.781.859.80

	2.
	PDRB Harga Konstan
	3.901.109,84
	4.197.029,15
	4.322.940,02
	4.452.628,21

	3.
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
	7,88%
	7,65%
	7,85%
	7,95%

	4.
	Tingkat Inflasi
	7,1
	10,6
	7,2
	7,2

	5.
	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
	4,85
	4,46
	4,50
	4,55

	6.
	Jumlah Penduduk Miskin
	80.000 jiwa
	69.800 jiwa
	65.000 jiwa
	62.000 jiwa

	7.
	Tingkat Pengangguran
	11,82
	11,77
	11,50
	11,25

	8.
	Pendapatan Perkapita
	15.240.551,63
	17.033.822,93
	18.907.543,45
	20.987.373,23

	9.
	IPM
	73,40
	74,22
	74,50
	74,90

	10.
	Investasi (tanpa migas)
	4,69
	4,66
	4,70
	4,75


3.1.1.  Pertumbuhan Ekonomi 


Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan sektor non-migas serta menumbuhkembangkan sektor riil guna meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Upaya ini telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2007 mencapai 7,88 persen (berdasarkan harga konstan Tahun 2000) dan pada Tahun 2008 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai rata-rata 7,65 persen, akan tetapi masih diatas angka pertumbuhan Ekonomi Nasional yang pada Tahun 2008 sebesar 6,1 persen. Penurunan ini disebabkan adanya krisis ekonomi global yang terjadi di pertengahan Tahun 2008. Dilihat dari perkembangan kondisi perekonomian sampai dengan pertengahan Tahun 2009 dimana pengaruh krisis tersebut telah berangsur pulih, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 diharapkan akan dapat mencapai 7,55 s/d 7,85 persen. Sektor utama yang telah memberikan pertumbuhan yang relatif tinggi terebut adalah sektor industri pengolahan, jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi.
Dalam berbagai literatur ekonomi, kestabilan ekonomi biasanya digambarkan dengan indikator kunci (key indicator) perekonomian. Berdasarkan aspek pendapatan, perekonomian biasanya diukur dengan tolak ukur pendapatan perkapita. Kinerja perekonomian daerah dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi. Sedangkan indikator kunci perekonomian lainnya adalah besaran angka inflasi, investasi, perbankan dan aspek ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran.
3.1.2. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bengkalis 

PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 13.933.320,59. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2007 sebesar Rp. 12.319.740,42 naik sebesar Rp. 1.613.580,17 atau kurang lebih 11,58 persen dan pada Tahun 2009 PDRB Kabupaten Bengkalis diprediksi akan naik sekitar 11,00 persen dengan kontribusi sektor terbesar adalah sektor pertanian, sedangkan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan tidak secara langsung dikuasai oleh daerah kecuali galian C. 

PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita Tahun 2008 mengalami peningkatan. Atas dasar harga berlaku PDRB per kapita Tahun 2007 adalah Rp 16,67 juta menjadi Rp 18,63 juta pada Tahun 2008. 
Atas dasar harga berlaku pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 adalah Rp 15,24 juta dan mengalami peningkatan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 17.03 juta, 
Kondisi ini diperkirakan atas dasar bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tendensi semakin membaik, akibat adanya upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil pada Tahun 2008 dan Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi serta untuk mendongkrak kemampuan perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 akan semakin membaik. 
Untuk itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu disesuaikan dengan perkiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2010 yaitu pertumbuhan ekonomi Tahun 2009 sebesar 4,5 persen atau lebih rendah dari Tahun 2008 yang sebesar 6,1 persen, asumsi  harga minyak mentah yang turun dari Tahun 2008 yang semula sebesar USD 80 dolar per barel menjadi USD 45 dolar per barel pada Tahun 2009, perkiraan nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang terdepresiasi dari Rp.9.400 per 1 US dolar Tahun 2008 menjadi Rp. 11.000 per 1 US dolar Tahun 2009 dan laju inflasi sebesar 11,1 persen atau naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,6 persen, serta angka pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin berkisar 6,5 – 7,5 persen dari angkatan kerja.
3.1.3. Investasi Kabupaten Bengkalis 

Nilai Investasi yang ditanamkan di Kabupaten Bengkalis selama periode Tahun 2000 – 2007 atas dasar harga konstan Tahun 2000 dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Nilai investasi yang ditanam pada awal Tahun 2000 sebesar Rp. 906,40 miliyar menjadi sebesar 
Rp. 1.383,54 milyar pada Tahun 2007 atau mengalami peningkatan sebesar 52,64 %.


Untuk menentukan besarnya penyediaan dana atau investasi yang diperlukan selama periode Tahun 2005-2010 sangat tergantung pada laju pertumbuhan yang direncanakan, perkiraan PDRB atas dasar harga berlaku dan besarnya Incremental Capital OutPut Ratio  ( ICOR ). Perkiraan jumlah investasi berasumsi bahwa jumlah PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2005 sampai 2010 berjumlah 
Rp. 30.361,65 milyar, dengan persentase jumlah investasi 53,25 persen dan pertambahan PDRB harga berlaku 14,91 persen dan angka ICOR 3,57. Maka jumlah investasi yang diperlukan antara Tahun 2005 sampai Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 16.167,12 milyar.
Sementara itu, besarnya porsi investasi dibandingkan dengan besarnya PDRB setiap tahunnya berkisar antara 35% sampai 40%. Porsi investasi yang cukup besar di Tahun 2001 merupakan efek dari mulainya pembangunan infrastruktur dan sarana fisik terutama menyongsong otonomi daerah.

3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis


Secara Nasional krisis ekonomi yang terjadi pada Tahun 1997 mempengaruhi kondisi mutu pembangunan manusia dan kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 1996 sebelum krisis ekonomi, IPM Kabupaten Bengkalis berada pada posisi 69,9 dan ketika terjadi krisis ekonomi pada Tahun 1999 terjadi penurunan yang cukup tajam pada IPM Kabupaten Bengkalis menjadi 66,9 atau turun sebesar 3 poin.


Recovery ekonomi setelah krisis Tahun 1997 mempengaruhi IPM dibeberapa daerah di Indonesia termasuk juga Kabupaten Bengkalis. Hasil perhitungan IPM Kabupaten Bengkalis Tahun 2002 meningkat menjadi 69,4.  Tren peningkatan IPM Kabupaten Bengkalis secara bertahap terus meningkat, dimana hasil perhitungan pada Tahun 2004 IPM Kabupaten Bengkalis berada pada posisi 70,8. dan pada Tahun 2007 meningkat menjadi 73,4 Adapun pencapaian untuk ketiga indikator pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3. 
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten Bengkalis Tahun 1996 – 2004

	Komponen IPM
	Tahun
	Kenaikan

1996-2004

	
	1996
	1999
	2002
	2004
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	IPM
	69,9
	66,9
	69,4
	70,8
	0,9

	1.
	Indeks Harapan Hidup

· Angka Harapan Hidup (thn)
	67,7
	68,7
	69,1
	69,3
	1,6

	2.
	Indeks Pendidikan

· Angka Melek Huruf (%)

· Rata-rata Lama sekolah. MYS (thn)
	93,0

6,7
	95,5

7,0
	95,3

8,2
	97,02

8,13
	4,02

1,43

	3.
	Indeks Pendapatan

· Pendapatan Perkapita yang disesuaikan (Rp.000)
	567.4
	570.9
	588.9
	600.9
	33.55


Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

3.1.5. Koefisien ICOR


Pada periode Tahun 2001-2007 nilai ICOR Kabupaten Bengkalis tanpa migas rata-rata sebesar 5,38. Artinya bahwa untuk meningkatkan satu unit output dibutuhkan modal sebesar 5,38 unit. Dari sini bisa dikatakan bahwa investasi pada periode ini nilai efisiensinya dalam menghasilkan tambahan output relatif sedang dan belum sampai pada level efisien. Tetapi memasuki Tahun 2007 terlihat angka ICOR yang semakin kecil 4,85 dan pada Tahun 2008 semakin keci lagi 4,66 yang menjadi indikasi penggunaan investasi mulai mengarah kepada efisien.

3.1.6. Penduduk dan kemiskinan
Pada Tahun 2008 penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 747.797 jiwa atau naik ± 1,19 % dari Tahun 2007, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 385.485 jiwa dan jenis kelamin perempuan 362.312 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau (256.108 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupat Utara (13.342 jiwa). Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 65,13 jiwa/km².


Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 diketahui tumbuh 4,42 persen sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan Tahun 2007 sebesar 4,32 persen. Kepadatan penduduk Kab. Bengkalis  meningkat dari 64,36 jiwa per km2 Tahun 2007 menjadi 65,13 jiwa per km2 tahun 2008, begitu juga dengan kepadatan penduduk per kecamatan. Kecamatan Mandau memiliki kepadatan tertinggi dengan jumlah 273,19 jiwa per km2, kemudian Kec. Bengkalis  dengan 141,95 jiwa per km2, dan ​kepadatan terendah pada Kec. Rupat Utara dengan 21,23 jiwa per km2.

Jumlah penduduk miskin di kabupaten Bengkalis pada Tahun 2008 berjumlah 80.000 jiwa yang mengalami peningkatan sebesar 12,75 persen dari pada Tahun 2007 yang berjumlah 69.800 jiwa. Penduduk miskin pada umumnya masih terkonsentrasi di daerah perdesaan, hal ini disebabkan masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri sebagai penggerak perekonomian perdesaan. 
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 
2011

Kebijakan ekonomi makro akan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal daerah Kabupaten Bengkalis, sasaran ekonomi makro Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi Kabupaten Bengkalis. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, akan berakibat kepada turunnya angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis.

Lingkungan eksternal yang menjadi perhatian utama saat ini adalah adanya resesi ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian dunia yang tentunya berimbas kepada perekonomian Kabupaten Bengkalis, yang dapat menganggu perekonomian masyarakat. Faktor internal yang akan mempengaruhi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis di Tahun 2010 dan Tahun 2011 nanti antara lain stabilitas keamanan daerah dan stabilitas politik daerah.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada Tahun 2008 dan perkiraan Tahun 2009, maka prediksi tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis yang akan dihadapi pada
Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut.
· Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Bengkalis terletak di Pesisir Timur Sumatera yang terdiri dari daerah berupa pulau-pulau dan daratan. Kabupaten Bengkalis juga memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatan sumberdaya alam yang dimilikinya selama ini belum berdampak nyata kepada kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis, dimana Jumlah penduduk miskin di kabupaten Bengkalis pada Tahun 2008 meningkat sebesar 12,75 persen dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh dibawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya.  Dari sisi peningkatan kualitas manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sanitasi belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah pesisir secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesulitannya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidak mampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Untuk itu pada Tahun 2010 dan Tahun 2011  jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis akan terus di kurangi antara 12 – 13,5 persen dengan membuat program-program pengurangan kemiskinan, dengan membagi terhadap tiga program pokok yaitu pertama berupa program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar, kedua merupakan program-program tentang pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil.
· Peningkatan Investasi

Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak bergulirnya era otonomi daerah adalah bagaimana usaha pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam segi pembangunan baik itu dari segi infrastruktur maupun dari segi  peningkatan sumberdaya manusianya, juga dalam penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan. Seiring kondisi perekonomian dunia yang cenderung melemah yang juga berimbas kepada Indonesia, diperkirakan nilai investasi di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2010 dan 2011 akan mengalami sedikit penurunan. Hal ini tidak saja dipengaruhi oleh faktor eksternal akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurang terpenuhinya ketersediaan infrastruktur, energi dan air bersih serta belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur perizinan investasi.
Mencermati perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 akan mencoba untuk mendorong perkembangan investasi agar lebih terdiversifikasi kelompok usahanya, memenuhi ketersediaan Infrastruktur, Air bersih dan energi serta melakukan upaya penyebaran investasi.
· Pengembangan Industri
Tantangan di bidang indusrti di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, sejak krisis ekonomi global terjadi dimana turunnya permintaan terhadap hasil industri pengolahan menyebabkan sebagian industri terpaksa menurunkan tingkat produksinya yang berimbas kepada turunnya harga buah tandan sawit, dan hal ini berlangsung tidak begitu lama dimana pada awal Tahun 2009 perkembangan harga tandan buah sawit terdongkrak naik akibat imbas dari semakin membaiknya perekonomian dunia. 
Untuk itu pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bidang industri melakukan revitalisasi industri dengan menciptakan iklim dan fasilitas bagi industri agar mampu bersaing dengan industri daerah lainnya terutama pada industri kecil dan menengah.  Selain itu tantangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang cukup besar juga yaitu mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal mapun ilegal.
· Produktivitas Tenaga Kerja
Dari segi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih terfokuskan pada daerah perkotaan khususnya pada kota Duri dan Bengkalis. Para pencari kerja pada umunya didominasi dari tenaga kerja dari luar tempatan, dimana dari segi produktifitas dan keahlian tenaga luar tempatan masih kalau jauh lebih produktif dan ahli dari pada tenaga kerja tempatan dan ini semua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta daya saing daerah tersebut. Sementara itu dilihat dari indikator lain, yakni tingkat pengagguran terbuka, meski menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada Tahun 2008 nilainya masih cukup tinggi yaitu 11,25 persen, masih lebih tinggi dari nilai nasional yaitu sebesar 8,39 persen.
Setidaknya ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja,  peningkatan upah minimum yang setiap tahunnya harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas, yang nantinya akan berimbas kepada meningkatnya perekonomian tenaga kerja itu sendiri.
· Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Permasalahan pembangunan pada bidang perikanan dan kelautan pada Tahun 2010 di Kabupaten Bengkalis masih didhapkan pada masih rendahnya  tingkat pendidikan nelayan dan pembudidayaan ikan, rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingkat kemiskinan diwilayah pesisir, kurangnya permodalan, kurangnya desiminasi teknologi pengolahan produk perikanan dan masih rendahnya sarana dan prasarana penunjang perikanan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun kedepan labih memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan pendidikan nelayan dan pemberian modal.
· Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Untuk pembangunan pada bidang pertanian pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada masalah masih tingginya tingkat konversi lahan pertanian, sehingga akan mengakibatkan terancamnya tingkat produksi hasil pertanian. Pada bidang peternakan  dan perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2010 akan tetap pada peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi peternakan, pertanian dan perkebunan yang telah ada, mengoptimalkan pengembangan dan diseminasi teknologi kepada para masyarakat, sehingga pembangunan di bidang perternakan, pertaninan dan perkebunan akan dapat menunjang pembangunan bidang-bidang lainnya. Sedangkan pembangunan pada bidang kehutanan pada Tahun 2010 masih dihadapkan pada masih banyaknya HTI dan HTR yang masih tumpang tindih dalam pengelolaannya, sehingga permasalahan sengketa lahan masih sering terjadi. Pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan upaya pendataan pengeloaan HTI dan HTR yang ada dalam penentuan batas wilayah pengeloaan dan pemanfaatan hutan di Bengkalis, sehingga konflik batas wilayah pegeloaan tidak lagi terjadi.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.3.1. Perkiraan Pertumbuhan ekonomi


Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan terciptanya keadaan ekonomi yang kondusif dan stabil. Stabilitas ekonomi yang baik sangat diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan. Daerah dengan keadaan ekonomi yang maju relatif akan lebih berhasil dalam mendukung terciptanya berbagai kemajuan lainnya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa dengan ekonomi yang maju akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor ril), kebijakan moneter serta situasi dan kondisi umum. Disamping itu juga perkembangan krisis ekonomi global juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan PDRB (harga konstan) pada Tahun 2010 diperkirakan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis sebesar 7,75 persen, dimana kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari sektor keuangan, jasa-jasa dan bangunan.

3.3.2. Perkiraan PDRB Per Kapita dan Pendapatan Perkapita


PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku dengan menggunakan asumsi laju pertumbuhan PDRB per Kapita Tahun 2006 - 2008 adalah sebesar 16,89 persen, maka pada Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar Rp. 16.343 milyar. 

Pendapatan perkapita Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan sekitar 13,5 persen menjadi Rp. 15.881,34 milyar. Diperkirakan  sektor  penyumbang terbesar terhadap PDRB Tahun 2010 adalah sektor industri pengolahan dan pertanian serta perdagangan. Kondisi ini diperkirakan atas dasar bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tendensi semakin membaik, akibat adanya upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.
3.3.3. Perkiraan Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan


Perkembangan penduduk di Kabupaten Bengkalis termasuk relatif tinggi, yaitu sebesar 4,65 % diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sebesar 3,73 %. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena adanya relatif tingginya dinamika pembangunan didaerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya dan letaknya sangat strategis itu. Maka pada Tahun 2010 diprediksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis berkisar pada angka 4,5 – 4,7 persen.
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Diproyeksikan bahwa pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2010 sebesar Rp. 1.468.841.200,000.00  terdiri dari : 

-
Pendapatan daerah sebesar Tahun 2010 mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2009 Rp. 1.714.117.016.868,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 245,275,816,868.00,. 


Pendapatan daerah tersebut bersumber dari :

· Pendapatan Asli Daerah Rp. 73.841.200.000,00

· Dana Perimbangan Rp. 1.370.000.000.000,00

· Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Rp. 25.000.000.000,00

Tabel. 4. 
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 


Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 s/d 2011

	No
	Jenis Pendapatan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 2007
	Tahun 
2008
	Tahun 2009
	Tahun 
2010

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	65.198.660.000
	77.265.000.000
	100.051.500.000
	73.841.200.000

	1.1.1
	Pajak Daerah
	5.946.000.000
	10.590.000.000
	13.556.500.000
	10.845.200.000

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	7.792.660.000
	
	
	

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
	
	
	
	

	1.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dana Perimbangan
	
	
	
	

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Nagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	
	

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	
	
	
	

	1.2.3
	Dana Alokasi khusus
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	
	

	1.3.3
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
	
	
	
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
	
	
	
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	


3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada APBD Tahun 2009 diproyeksikan bahwa pembiayaan daerah sebesar Rp. 1,274,416,363,000.00 atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 473,490,542,023.30 dibanding pembiayaan tahun 2008 setelah perubahan APBD, yang terdiri atas:

· Penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2008 sebesar Rp. 1,300,000,000,000.00

Tabel. 5. 
Realaisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 s/d 2011

	No
	Jenis Pendapatan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 2007
	Tahun 
2008
	Tahun 2009
	Tahun 
2010
	Tahun
 2011

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Pencairan dana cadangan
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	
	


3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Asumsi penerimaan pendapatan (jumlah dana tersedia) Rp. 2,971,551,500,000.00 akan dipergunakan untuk belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dinilai strategis meliputi :

-
Belanja Tidak Langsung Rp.  1,180,839,647,695.80 

-
Belanja Langsung Rp. 1,765,128,215,304.20
-
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25,583,637,000.00

Belanja langsung tersebut merupakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program  dan kegiatan strategis di bidang pengembangan Ekonomi Kerakyatan,  Peningkatan SDM , Infrastruktur dan Program Pendukung Lainnya.


Disamping untuk mendanai program dan kegiatan strategis sebagaimana tersebut di atas, alokasi penerimaan pendapatan juga dipergunakan untuk Penyertaan Modal dan Pembayaran utang daerah dalam bentuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah :  Rp. 25,583,637,000.00 
Tabel. 6. 
Realaisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah 
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 s/d 2011

	No
	Jenis Pendapatan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 2007
	Tahun 
2008
	Tahun 2009
	Tahun 
2010
	Tahun
 2011

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Belanja pegawai
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Belanja bunga
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Belanja hibah
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	
	


3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

· Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Penyertaan Modal dan Pembayaran utang daerah yang sebesar Rp. 25,583,637,000.00...........................................
Tabel. 7. 
Realaisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 s/d 2011

	No
	Jenis Pendapatan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 2007
	Tahun 
2008
	Tahun 2009
	Tahun 
2010
	Tahun
 2011

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Pembentukan dan cadangan
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (investasi daerah)
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Pembayaran pokok hutang
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	
	


3.4.5. Reakapitulasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan 
Daerah


Tabel. 8. Rekapitulasi Realaisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) 
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 s/d 2011

	No
	Jenis Pendapatan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	Tahun 2007
	Tahun 
2008
	Tahun 2009
	Tahun 
2010
	Tahun
 2011

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	PENDAPATAN DAERAH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Pajak Daerah
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dana Perimbangan
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Nagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Dana Alokasi khusus
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	JUMLAH PENDAPATAN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	BELANJA DAERAH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Belanja pegawai
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Belanja bunga
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Belanja hibah
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Belanja Langsung
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	JUMLAH BELANJA  LANGSUNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	TOTAL JUMLAH BELANJA (B + C)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	E.
	SURPLUS/(DEFISIT) (A-D)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	PEMBIAYAAN DAERAH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Pencairan dana cadangan
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	F
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Pengeluaran Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Pembentukan dan cadangan
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (investasi daerah)
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Pembayaran pokok hutang
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	G
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	H
	PEMBIAYAAN NETO 
(F – G)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) 
(H + E)
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